DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang

1]

bahwa perlindungan sosial terhadap anak
merupakankebutuhan yang mendesak sebab dukungan
dan respon terlambat terhadap masalah anak dapat
menimbulkan potensi muncuinya persoalan sosial di masa
depan schingga diperlukan upaya perlindungan sosial’
terhadap anak;

b. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak lebih
efektif, efisien dan dapat ditangani lebih s.istematjk maka
periu dibentuk Unit Layana:? Terpadu Perlindungan Sosial
Anak Integratif Kabupaten Simalungun;, ‘ .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

- huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

imalungun tentang Pempentukan chengummn
n an Kese jahteraan Sosial Anak Integratif.

Pusat Laya Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Mengingat ;L Undang—ungaerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

. Pemberm{karl an Daerah Provinsi Sumatera Utara

dalam Lingkung Lblik Indonesia Tahun 1956 Notnor

Negara Rep Republik Indonesia
(Lembaran Lembaran Negara Kepu
Tambahan

Nomor 1092); s 23 Tahun 2092 tentang
A ak [Lerrivaran Negar2 Rep“gm L""S”mﬁ
Perlindunga” 109, Tambahan Lembarst ReBPr
02 Nomof . 4235) sebagaimana telah

ia Nomo®  Nomor 35 Tahun 2014
ang Urdang ' . un 2014 Nomor

Republik Indonesia

Bupati S
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dpes a Tal *’nsm (I ba r an Negara. Re ubli}%
Negara Rep 1‘-\"‘ 2009 Nmg 12, Tambahan Lemﬁmran
i Ul;da ‘- Publik in dg n$a Nomor 1967);
ng-Undang :

Publik (L@mbm.m:\]om?r 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Nomor 112, efa ra Republik Indonesia Tahun 2009

Tambahan L »
: JRVENY ;
Indonesia Nomor 5038): D Heepsy  Brouii

Q. Undang-Undmm

. Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lemb

——— i 144&!1:411\ Negara Republik Indonesia Tahun
: . Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 5063);

- Undng-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

. Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republi k Indonesia Nomior 5587, sebagaimana telah
diubah Dbeberapa kali terakhur dengan Undang-Undan.g
ahun 2015 tentang {Lembaran Negara Republik,

ar 9 T
:qo(;n esia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaray
ndonesia 1<

- -ql
- _ Indonesia Nomor 5679).
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Daerah Kabua:[mgafmana telah diubah beberapa kah
D Nomor 4 an DeTA h Kabupaten Simalungun Nomor
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Dalam Peraturan Bupati ing yan
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ANAK INTICG e """"l\'H\Jy\'” KEZSIIANTISRAAN  SOSIAL
ATIEN SIMALUNGUN
BAB |
KETENTUAN umyp

Pagq] 1

‘ R dinaksuq dengan:
Bupati adalah Bupayi Simalungun o

Daerah adalah Kabupaten Simalungun
Pemerintah Daerah adalah Pe
Jejaring Lembaga P
Daerah) dan le

merintah Kabupaten Simalungun
enyedian Layanan adalah OpPD (Organisasi Perangkat

mbaga lain yang menyelenggarakan layanan vang terkait
dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak vang menjadi peserta

kesepak atan  penyediaan layanan secara terpadu dalam k oordinasi
kepengurusan Kesejahteraan Sosial Anak Integratil’

Organisasi Perangkat Daerah sclanjutnya disingkat OPD adalah Satuan
Rerja Perangkat Kabupaten Simalungun sebagai unsur pembantu Bupati
dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah. . :

Lembaga lain adalah istansi diluar Pemerintah  Dacrah  vang ik ut
berperan aktif maupun pasil dalam perlindungan sosial anak integratit 4.1
Kal t Simalungun: seperti perusahaan  swasta,  organisasi
LURRIEE & swadaya masyarakat, dan lain-lain.

l]]ﬂSY(l]‘f‘kal‘ ](‘mmgﬂ » l)du”] lxl|'[lsi(| 18 ((‘('I“p"n h(-l“s) '“h“”‘
Anak adalah seseorangyang

ih de kandungan.
: 1g masih dalam , = i
termasuk anak ya!llg jalah segala kegiatan menjamin dan  melindungi
Perlindungan anak ac

hi h, berkembang dan
: agar dapat hidup, tumbu . g. '
anak dan hak-haknya s
berpartisipasi  secara
apat
kemanusinan setta mendap
i s K
d'd <hirin st
0 dari guncang

Per riaungan sosial ! -
i angani risik K anak yaitu Seseorang vang belume
3 -hak ‘

mencegah dan men : ’ o
. njamin hak asuk anak vang masiho dalam

bagi anak serta men) ) tahun, termas

s

berusin 18 (delapan bela

al | sesual _ _
opsime perlindungan dari  kekerasan  dan

 vane diarahlkan untuk
% upavt VAlng
1 senui

adalal an dan kerentanan sosial

anak

Iy ’ 2ON
nnjutnya disingkat SOP adalah

kandungan. wosedur vang se e prk sanaan pelinanan,
Standac Opersaions! [l‘“&\w ng (liRU"“k"nkd-ﬂ : g ratif
ik ] anak nte Sy .

s * pedoman (€7 osutl § — vang sclanjutnya

“‘"df" o lan pch’ndlll\wm s‘ ginl Anak mtegratf q:‘mm‘w“mk"”
Penanganan, da Kesejhteraan bthl bagn  vank R ;
Pusat Layanan Kesct h on

: ey adala

disingkat PLKSAI

R e
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penyelenggaraan 14
kese jahteraan SOsig]
12 Laya;an Priliner atay o
epada anak,
'l:er?a dinya kekel:l]::r:ga’ dan Syaray an adalgh layanan
terhaap anak > Perlakyap, Salah o se(l:a‘ra Umum y
13. Layanan SEI(Lmder R OltammaUp
dibernkan kepada
keremtanan angj
penelaiitaran Serta
14. Layanan tersjer at
khusus yang dijh
kekerasan, Perlakuan salah
I5. Reabilaigi sosig) adal
memgembangkan kepe

3 penCe
N perlin i 8ahgp

an
gan anak penanganan masa]ah
€Nceg. '

yYang diberikan

ntuk mencegah

- Un penelantaran
ayanan e

anak, kGIUar ) ngumngan resiko adalah layanan vang

uk mengurangi

l‘eintegrasi ? Perlakuan salah, eksploitasi, *
auy layanan

erikan

16. Reiritegrasi sosia] adalah upaya Penyatuan kembali antara korban dengan

keluarga Pengganti, atau masyarakat vang dapat
dungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
17. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga
atau  jnstansi dalam melaksaNakan tugas memenuhi hak-hak
masyarakat. o
Stanidar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingk at SOP adalah
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakuikn mengenai proses
- Pemerintah Daerah.
penyelenggaraan tuga-tugas
19. Pem k kepentingan perlindungan anak adalah Kkelompok atau.
' angky p P dukungannya diperlukan demi
itd’'Wdu atau organisasi ani K
! 1 hidup anak.
kesejahteraan dan kelangsungai Sicistie Vambut sions Bilabsamali
20 ; jukan adalah layanan B res ok il
- Melanisme . e ang memiliki fungsi tugas pokok vakni
oleh lembaga institusi jaringan y

PTPAS dan/atau penyedia layanan lainnya.

18.

BAB II
PRINSIP DASAR
Pasal 2
i dalah’ tusan dalam pemberian
Pr"‘Sip-prinsip dasar la gnan 4 a kepu

K anak yaitu sem!

ik bagi anak dan bepusat
& entingan terbaik Dag

kepentingan terbaik untu e
layanan mempertimban&a
Pada hak anak;
+ holistik - integratifadala'h .
Suatu kesatuan yang Salmaan elayanan-::k terkait:
& Partisipatif yaitu Pelak?::svarakm dan p!
Anak serta melibatkan ;

l) i uh :("bl al
va]lan anak .\'ang meny ell” u S g

[ m e]a_

SISTC

emperhatikan pendapat
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PLKSAI berkeducsaikan sebagai Unit
relavanan terpadu kesejahteraan sosial

non diskrnminags; vait
| U pel
a

pelavanan yang dibepy, " pelaya,
da stat : , an
berbe 3 ekonomljarak lok .enJangkau e njarmin b ahwis
a "My Musyar ok yang

fisik dan mental ser5 respongif I, Beografi, :
pelavanan yang berkelap, 1 gender. > dan perbedagn kapaubilitas

ATy e

. JUtan A
avanan har (Cont
pf‘ld_\ Al darus dapat b tNuum
er 0 Cdre 3
me ngkutl l\ebnuhan kesejah:a U sesuaj Periembn) yaitu  pelakisannan
r dang; sbiticel e o
kualitas lavanan: €Taan sogig) ANRAn - kebijakan dan

anfdk d('] ]a
) : m rangka per s
rahasia vaitu men jamin SERE AT A

. ker '
lararan kecuali ditentykar alsiaan

; identits - .
lain oleh Und ttas  dan privasl  pernerima

ang-Undang.

BAB 111
KEDUDUKAN
Pasal 3

Layanan Teknis yang memberik an
anak dan herada di bawah koordinasi

p : : ‘
Perangkat Daerah vang menangani urusan kesejahteraan sosial.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Tugas Pokok
Pasal 4

PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas pokok: .

a.

- melaksanakan r dabilitasi

melakukan upaya pencegahan resiko yang berkaitan dengan masalah

kesejahteraan sosial;

melakukan penanggﬂmgan ¢ a1 d rlindungan an &;

dengan masalah kesejahteraan gRgre = B jukan yang berkaitan
lak k layanan pengaduan dan/atau ruju yang be

melaksanakan p€

salah kese'ahe aan 1 k;

Ellga]l ma i ter Sosial dan pe] lmdung@ anak,;

“ d ” T elntegrasi SOSlal bag] anak da ke] a g‘r
a n uarga

r L k
; sosial dan perdidungan anak;
Jaht:::aalrt;n dengan masalah kesejahteraan
g

an pengurangan resiko yang berkaitan

vang mengalami masalah kee
nelaksanakan ad okasi yan
e i asl yang
: . inform
; sistem dan . 0 |
menyelenggarakan ana T
kesejahteraan sosial dan .

e ndampingan masalah
melaksanakan koordll’l:ljt dengan ]ayaﬂa{‘ flan vl;lg diperlukan.
perlindungan anak t€r i layanan FUUEEES

uai |
kesejahteraan sosial anak S€S

bekaitan dengan masalah
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pLkSAI memiliki f un g

Dalam melaksanakan fungsi sebagaima

pelaksanaan pencegah

8as pokok h
se i
8almang dimaksud dalam Pasal 4
asa s

relskisanaan penan gg:: resiko ter
dengan masalah kesejahtfrzar:l da
\ penapganan pengaduan Ml SO
kesejahteraan sosial dan perl‘ata
pelaksanaan rehabiltasi Arg
masalah kesejahteraan sg

:aJt kesejahteraan ——
" Penguran !
Sial dan peri
uru

gan resiko yang b ekitan
e ndungan anak:

yang berkai
Sl g berkaitan dengan masalah

dan rei
ntegrasi sosial
: ; yang berkai
ald an perlindungan anak; aitan dengan

pelaksanaarl a d V Cah i :a[] be kal
; % 5 i §1 Lt . ial
5’ &all en a‘n mas&ah k a a n sosia

dan perlindungan anak

k2

pengelolaan sistem data :
3 dan informasi :
kesejahteraan sosial dan perlindungan a{n::.rl ga:erkanan dengan masalah

pelaksanaan mekani ; j
nisme layanan rujukan dalam kesejahteraan sosial anak.

bertujuan untuk:

a.
b.

oLKSAl sebaga ™
(1) Susunan Organisa®!
dari ' nasehat:
a. pengarah/ Pembma/ il

meningkatkan,kesejahteraan sosial an
meningkatkan ketahanan

melindungi anak;
menyediakan databas€
sosial anak;
meningkatkan kuali
secara integraff;
membangun kepedull
dan

mewujudkan kepedul
dengan upaya PEMer
integratif.

b ketua umum:

uhan ke

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 6

dan info

tas laanan k
an sosial untu

sosia]

keluarga rentan

dan

na dimaksud dalam Pasal 5, PLKSAI

ak di Kabupaten Simalungun;

rmasi vang perkaitan
ese jahteraan s0814
k menciptakan ling

pemberda_vaa
ja] anak dan keluarga secara

dalam mengasuh dan

dengan kesejahteraan
| anak dan keluarga

kungan ramah anak.

n masvarakat terkait

{ dalam Pasal 3 terdin
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- G

¢ dvistpenanganay, dan Bens
d. divisi rehabilig g s dar re Raduan, .

Ntegrag; .
e. divist data dan infomasi grasi Sosial;

(2) Ketua u‘nmm S?h*‘ga‘-mana
pemimipin PLKSA| vang ge
Dinas  yang menangan;
membentuk ke gke ;
surat keputusan.

dimak

cara ex osj;‘li(;‘op(?q.a ayat (1) hurur b merupakan
; Vant oleh Pejalt Esclon Il pada

Jl:?lhteraan sosial yang selnjutnya

Juk ketua pelaksana harian x.nela.lui

J) Susunan - organisasi  pj w
( " PLKSA] sebagaimana
st M i na  dimaksud pada ayat (1)

terpisahkan dari Peraiyran Bupati ?’:ng Merupakan bagian yang tidak
: 1,

BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 8

(1) Id\en‘nggotaan PLKSAI sehgaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat herasal
ari unsur:
a. pegawai aparatur sipil negara;
b. orgiinisasi Mo pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan anak
dan/ atau kesejahteraan keluarga;
c. akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
d. pekerja sosial; dan/ atau
e. organisasi profesi. o ‘
(2) Keanggotaan PLKSAI yang berasal dari unsur organisasi non pemcrintah,
akademisi dan/ atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, ditetapkan dengan sbirat

keputusan Ketua Umum PLKSAL

BAB VII
AKSANA HARIAN KESEKRETARIATAN

SAN PEL
KEPENGURU Pasal 9

(1 I laksana harian kesekretariatan PLKSAl dibentuk oleh
) Kepengurusan pela
Keputusan. ‘ ’ |

( ot deng«l’:mks:;:t hapfan kesekretariatan PLKSAl sebagaimana
% Kepengurusan peia e ; )it terdiri dari:

dirﬁakiud dalam ayat (1) paling selikit
pembina/ penasibat;
ketua;
sekretaris,
divisi penangana
divisi rehabili s o
divisi data dan informast:

an;

adu
n daﬂ peng 1 SOSia]; IS

gan reintgras

w2 R o @
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BAp
RINCMNvm
Bagian K
Penglnh/ Pambl::;t:
en

i i asihat

pengittith I'vmlm‘u/ l’:'mmhul sely;

hurul & mempunyay ygag vaity }::ﬁﬁ'"hna dimaksug da) m pasal 7 ayar (1)

pela ksanaan l\"‘ﬂ(‘ln’ml(‘l‘;mn e, “nake:]:arahan tekait dengan kebijakén dan
egratif

Pasa] 1]

ketua  umuin sebagaimanag

timaksud dalam
mempunviar  tugas

memimpin  dan
pelavanan  kesejahteraan

Pasal 7 ayat (I) Huruf b
mengkoordinasikan penyelenggaraan

Sosil anak integratif melalui pemtentuan
kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan,

Bagian Ketiga
Divisi Penanganan dan Pengaduan
Pasal 12
(1) Divisi Penanganan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas menerima pengaduan kasus dan
melakukan mekanisme rujukan ke lembaga penyedia layanan terkait.
(2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
a. Dinas Sosial;
U, Bnie BPA Relres Simalungun; lindungan Anak dan P€mberdavaan
¢. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Per
Masyarakat; ‘
d. Lembaga Konsultasi Kfesejahteraa
e. Organisasi Non Pemerintah;
f. Pekerja Sosial, dan .
g.Lembaga/ Organisasl Profesi.

n Keluarga (LK3)

Keempat

Bagian » Reintegrasi Sosial

ida
Rehabilitas
pivis! bagaimana dimaksud dalam Pasal 7

. integrasi S€
1 Tor T fitasi dan RCI- ; ; rent dan
IDivisi Rehabilita \inyafgas: k dalam kategor anak rentan
ayat (1) huruf d memzn yang m@sY
a. penanggulangan
beresiko; an, dan verifis

. " . ntaﬂ. "

b identifikasi, pemlla:] dan keluarg? r:ial anak dan keluarga: dan
. ; nak - SO

C. penjang:auan a

ejah
d. penyedia layanan kes€]

i data anak rentars

teraal

e N
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e. melakukan PeTsiapan ...
g reint :
menjalankan mangjemey, ), &S dan repgug
(2) Pihak -pihak yang terkait qqy 2‘35', 51 sosial anak serta
a. Dinas Sosial; 1Visi

b. Dinas Kesehatan;

ini:

Lembaga Konsultasj Kes:
. Organisasi Non Peinerin
dan

c
d. _
. S
e. Pderya Sosial: osial Ana
|
23

h. Akademisi.

Bagian Kelima
Divisi Data dan Informasi
Pasal 15

(1) Divisi Data dan Informas;j sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (1)
huruf e mempunyai tugas:

a. pengumpulat', pengolahan, dan pemutakhiran data anak;
b. menyajikan data sesuai kebutuhan tiap divisi di PLKSAI; dan

c. kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait
déngan data anak

(2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
a. Dinas Sosial; o
b. Dinas Kependudukandan Pencatatan S.1p11; N
¢. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pendidikan.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 16 ¥

dinator dalam melaksanakan tugasnya be;iafartan

' ‘ 1 an

ietua, Sekretaris dan l;(z;)rul,dag-undangan R fius Miaig
etentuan peraturan

oleh Bupati.

Pasal 1.':‘l|scl<|*9511’is dan Koordinator wajib

s i i ikal dan
ak akan snya Ketud: | nisasi secara vertika
s Mol tlilg:asgl integrasi dar smlgl;lon perangkat daerah atau
Menerapkan prinsip koordt i pLKSAl maul
mn

hoﬁmntal, . 52 o lingku%gg ang tugasnya.
lembaga terkait sesuai deagan o~

pasal 18 antara PLKSAI  Kabupaten
n

n . i

Simalungun dan jejarng
Operasional Prosedur (SOF)
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Paga] 19

: ar Operasiona)
Sand®f 1al Proged,
(SOPy
seb

.kan diatur kemudijan

dengan gajmana 1
- elanE keputusan Kepal dm?akSUd dalam Pasal 18
na Pala Dinag Sosial Kabupaten
BAB x
PEMBIAYMR
Pasgal 20

Segala biaya yang timby] seba
dapat dihebankan pada-
a Anggaran Pendapatan dan Belan

b Sumber dana lain e Ja Daerah Kabupaten Simalungun; dan

ti' ik mengjkat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 7 Okdober 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

’ J. R SARAGIH

Diundangkan di Famat?na%gaya
Pada tanggal """ >~ BUPATEN SIMALUN
3E BAERAH KAB

019 NOMOR <04

BERITA DAERAH KAB PA
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